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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per / 9 / M.Pat / 5 I
2007 kntang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (lKU)
di Lingkungan Instansi Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten
Kepahiang wajib menetapkan lndikator Kinerja Utama (KU) di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepahiang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka
Penetapan Indikator Kinerja Utama (lKU) di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kepahiang Tahrn 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kepahiang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotismp (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggunglawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
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Menetapkan

PERTAMA

7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 teriang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penlusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
481 5);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kine{a
Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pem berantasan Korupsil

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembennrkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;

19. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kepahiang;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG
TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DI LINGKLNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG
TAHTIN 2023

Indikator Kinerja Utama (lKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 tercantum
dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama (lKU) sebagaimana dimaksud pada diktumKEDUA



KESATU, merupakan acrurn ukurirn kinerja yang digunakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kepahiang untuk menetapkan:
l. Rencana Kinerja Tahunan;
2. Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Dokumen Penetapan Kinerjal
4. Laporan Akuntabilitas Kinerj4 serta
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kepahiang Tafun 2021 - 2026;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanKETIGA

Tembusan: disampaikan Kepada Yth,
1. Bupati Kepahiang (Sebagai Laporan).
2. Wakil Bupati Kepahiang.
3. Inspektur lnspektorat Kabupaten Kepahiang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TU PINTU

Muda. IV/c
199003 2 005

Dikeluarkan di
Pada tanggal

: Kepahiang
: 19 Agustus 2023



Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang

Nomor : OSIL Tahm2023
Tanggal : 19 Agustus 2023

PENETAPAT{ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGA]\ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAI\ TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEPAHIANG

TAHUN 2021-2026

Nama Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

a. Penlusunan perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi.

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggar.uur penanaman modal dan

pelayanan terpadu.

d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan,

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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4. Indikator Kinerje Utama

NO SASARAN
RENSTRA

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

(IKU)

SATUAN PENJELAS{\ SLIIIBER DAT.{ PENA\GGLTNG
JAWAB

Meningkamya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Pelayanan Publik

Bidang Perizinan

lndeks Kepuasan

Masyarakat (lKMi

Bidang Perizinan

Nilai Keputusan Menteri Pende),agunaan Aparatur Negara Nomor

KepD5/M.PANE,20M tentang P€doman Umum Penyusunan kdeks

Kepuasan Masyarakat (lKM) Unit Pclayanan lnslansi Pemerintah

selanjutnya untuk mendapattan nilai Indeks Kepuasan Masyarakal

(IKM) dilakukan penghitungan dogan nnnus sebagai berikut :

lKu - rotot Y:I \lLai P1-s'r't Per ltns.o x Nilai penimbane
Totdl UnstYa^e terKi

2 Meningk*nya

Realisrsi

investasi

Persenhse Kenaikan

Nilai Realisasi

Investasi

Persen

I

o,,o

Fasilitasi yang dilakukan kepada Penanarn Modal ,?elaku Usaha

untuk merealisasikan laporan Kegiamn Pemnaman Modal yang

mencakup bimbingan pengisian pemohonan dan kelengkapan

administrasi perizinan, bimbingan pemenuhan kewajiban ponanam

modal dan lapomn kegietan penanaman modal.

Jumloh Nilai lnvestasi Tahun N - Jumlah Nilai
lnvestasi Tahun N-l x l00p/o

Jumlah Nilai Investasi Tahuo N

Berdrsarkan Laporan hasil survei

Indeks Kepuasan Mas], akat

(tKM), Buku lndeks Kepuasan

Masyarakat (tKIr4))

Laporan Kegiatan Penanarnan

Vorlal (LKPM) Usaha Bcsar dan

Usaha Mikro. Kecil. Menengah

(uruKM).

Kepala

Bidang Perryelenggaraan

Pelayanan Pcrizinan d-an

Non P€rizinen

Bid8ng Pengaduan

Keb[jakan Dan Pelapor-"n

l,ayanan

Bidang Perencanaan,

PengerDbangsn Iklim

Dan Promosi Penannma.:t

Modal

Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanamm

Modal Dan Sistem

Informasi

PTSP

NI.Si.
Muda, IV/c

NIP. 19690526 199001 2 005

Kabupate n


